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A. Pendahuluan
Dalam istilah yang paling sederhana, administrasi adalah tindakan tertentu
yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut adalah pengaturan
urusan sistematis dan perhitungan penggunaan sumber daya, dimaksudkan untuk
mewujudkan hal-hal tersebut dan secara simultan mencegah perkembangan yang
tidak cocok dengan maksud kita. (Administrasi menyusun pekerja dan bahan-bahan
yang berbeda untuk memperoleh yang diinginkan pada harga yang terendah pada
energi, waktu dan uang). Tak seorangpun, karenanya yang sendirian atau dalam
perusahaan dengan orang lain – yang mengatur – sejumlah tindakan dan
pencapaiannya, tanpa keintiman pada sifat administrasi. Dimotivasi oleh keinginan
dan kepentingan mereka, individu dan kelompok individu mengatur tujuan utamanya;
apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk menerjemahkan tujuan ini
pencapaian yang positif adalah inti administrasi (Marx, 1949).
Secara pribadi, seseorang yang mempunyai tujuan, mempunyai cara yang
terencana untuk mempunyai tujuan-tujuannya, sebenarnya sedang melakukan
administrasi secara pribadi. Pengetahuan dan pengaturan akan sumberdaya yang
dimilikinya merupakan hal yang esensial di dalamnya.
B. Ruang Lingkup Administrasi Publik
Seperti ilmu lainnya, perkembangan ilmu administrasi mempunyai beberapa
cabang. Semuanya, berasal dari batang pohon yang sama. tidak sedikit yang
memperbodoh diri mereka sendiri dengan mengasumsikan – mengambil
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kesalahpahaman yang paling serius – bahwa administrasi bisnis dan administrasi
pemerintahan, sama sekali terpisah, betul-betul berbeda satu sama lain.
Kenyataannya adalah mereka mempunyai lebih bbanyak kesamaan daripada
perbedaan. Tak satupun yang berdiri sendiri; keduanya adalah bagian dari
keseluruhan yang lebih besar. Sebagai disiplin, mereka tidak begitu berbeda dalam
teori dan praktek, sebagaimana dalam penggunaannya. Bahkan dalam tujuan
tertentunya, perbedaan keduanya tidaklah terlalu jauh. Pemerintah dan bisnis mirip
oleh kontribusi yang dibuat keduanya bagi kemajuan administrasi. Misalnya,
penambahan keanggotaan dan pengaruh Society for Advancement of Management,
didukung oleh kedua kelompok, membuktikan bahwa kebenaran ini diapresiasi oleh
kedua pihak. Keduanya menyadari betapa banyak persamaan tujuan dan
persamaan kepentingan mereka (Marx, 1949).
Banyak orang yang beranggapan bahwa administrasi bisnis dan administrasi
publik merupakan dua bidang administrasi yang berbeda. Administrasi bisnis
dianggap kelompok yang mengejar profit semata, dan administrasi publik bukanlah
bidang yang mengejar profit. Namun jika kita melihat lebih luas, keduanya
sebenarnya harus bersinergi untuk membangun dan memajukan negara. Keduanya
seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Negara harus mempunyai sistem
administrasi yang mendukung bidang bisnis, demikian sebaliknya bidang bisnis
harus dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan ekonomi
negara.
Pada bidang terluasnya, administrasi publik melingkupi setiap area dan
aktivitas dibawah yurisdiksi kebijakan publik. Mungkin termasuk proses dan operasi
melalui mana cabang legislatif dimungkinkan untuk menjalankan kekuatan
pembuatan kebijakannya; banyak manajemen cerdas dalam pembuatan legislasi.
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Dalam pengertian literatur, administrasi publik juga termasuk fungsi dari peradilan –
dalam administrasi keadilan – dan tugas dari semuan agensi, militer juga sipil, dalam
bidang eksekutif pemerintahan. Sebuah risalat mendalam tentang administrasi
publik akan, karenanya, harus memberikan pertimbangan kepada struktur yudisial
dan prosedur dan sebagaimana kepada mesin dan metode khusus yang digunakan
oleh kekuatan bersenjata, tambahan bagi manajemen legislatif. Dengan
penggunaan yang terbangun, namun, istilah “administrasi publik” memberi arti pada
organisasi, personil, praktek, dan prosedur inti bagi kinerja efektif dari fungsi sipil
yang mempercayakan bagi pada cabang eksekutif pemerintahan. Kita harus
menggunakan istilah ini dalam pengertian yang biasa. Sementara tanpa
mengabaikan fungsi yudisial atau militer, administrasi publik dalam makna kami
menunjukkan kerja agen-agen sipil ditugaskan oleh mandat undang-undang dengan
menjalankan bisnis publik yang ditugaskan pada mereka. Secara luas, administrasi
publik melingkupi segala sesuatu yang dilakukan, atau dapat lakukan, untuk
membantu politik mencapai tujuan. Lebih spesifik, walaupun tidak mengabaikan
pertimbangan atau aktifitas tertentu terhadap tingkat pemerintahan tertentu, tipe
program, atau area geografis, administrasi publik memusatkan perhatian pada
masalah-masalah organisasi, prosedur, dan metode umum bagi semua atau
kebanyakan agen-agen administratif. Administrasi publik menyinggung pertama-
tama dan paling utama bagi faktor-faktor dasar penting tersebut melalui keseluruhan
jangkauan tanggung jawab eksekutif (Marx, 1949).
Administrasi publik telah dikembangkan sebagai suatu kajian akademis
melalui lima paradigma yang saling tumpang tindih. Tiap fase dari paradigma
tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan locus dan focus-nya. Locus
menunjukkan tempat dari bidang studi tersebut. Adapun focus menujukkan sasaran
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spesialisasi dari bidang studi. Paradigma dalam administrasi menurut Robert T.
Golembiewski hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah-istilah
locus dan focus tersebut. Dengan demikian, definisi-definisi administrasi negara
kalau dikembalikan pada istilah Golembiewski tersebut akan mudah dipahami bahwa
seseorang penulis akan masuk paradigma mana. Karena dari istilah-istilah yang
dipergunakan dapat diketahui locus dan focus-nya (Thoha, 2008).
Miftah Thoha (2008) selanjutnya menguraikan bahwa: (1) Paradigma I dikenal
dengan paradigma dikotomi Politik – Administrasi [1900-1926], penekanannya
birokrasi pemerintah merupakan lokusnya tetapi tidak dipersoalkan fokusnya; (2)
Paradigma 2 dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Administrasi [1927-1937], fokusnya
pada keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Lokus administrasi
publik tidak menjadi persoalan karena dianggap bahwa prinsip administrasi berlaku
di semua setting administrasi, yakni organisasi publik dan privat, tanpa ada batasan
kultural; (3) Paradigma 3 dikenal Administrasi Publik sebagai ilmu politik [1950-
1970], lokus yakni di birokrasi pemerintahan namun tidak mempunyai fokus; (4)
Paradigma 4 dikenal sebagai Administrasi sebagai ilmu administrasi [1956 – 1970],
fokusnya adalah manajemen, tanpa lokus yang khusus; (5) Paradigma 5 dikenal
dengan administrasi publik sebagai administrasi publik [1970 – sekarang], lokusnya
pada masalah-masalah publik dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah
teori teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik dan politik ekonomi.
C. Masuknya Ilmu Sosial di Indonesia
Perkembangan ilmu-ilmu sosial di nusantara berlangsung tanpa pelembagaan
resmi melalui institusi pendidikan seperti perguruan tinggi, tetapi telah
dikembangkan melalui struktur birokrasi pemerintah. Pada mulanya ilmu sosial
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dikembangkan bukan sebagai ilmu, tetapi hanya merupakan keahlian tambahan
untuk mendukung keberhasilan tugas aparatur pmerintah di negeri jajahan, maka
sejak 1842 pemerintah kolonial memperkenalkan apa yang disebut dengan
indologie, suatu bagian dari ilmu oriental yang dikembangkan untuk tujuan
menyiapkan bekal pengetahuan tentang masyarakat negeri jajahan bagi calon
administrator yang akan bertugas di Hindia Belanda. Status ilmu sosial ketika itu
tidak dijelaskan, melainkan pengetahuan umum yang diajarkan kepada para calon
administrator yang muatan materinya terdiri dari geografi, etnologi, dan linguistik
(Jurdi, 2011).
Sebelum mengirim para calon administratornya ke negara jajahan,
pemerintah Belanda membekali mereka dengan pengetahuan akan negara di mana
mereka akan ditempatkan. Diharapkan dengan pengetahuan tersebut, para calon
administrator itu dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tujuan akhirnya adalah
agar negara penjajah tetap bisa melanggengkan penjajahannya, jadi pengetahuan
ini semata-mata ditujukan untuk mengabdi pada negara, dalam hal ini penjajah.
Negara bekas jajahan sulit melepaskan diri dari pengaruh negara yang
menjajah dengan cepat, baik dalam proses pelembagaan politik (seperti aturan
hukum) maupun dalam tradisi intelektualnya. Kolonialisme bersumber pada proses
ekspansi ekonomi dan politik eropa yang tidak hanya melibatkan institusi dan
organisasi tertentu, tetapi juga sekumpulan proposisi yang dikonstruksi berdasarkan
kategori, asumsi, kepercayaan, ideologi dan tradisi yang berkembang pada
masyarakat Barat. Di sinillah pentingnya dilakukan upaya untuk menghindari
pengaruh dan penguasaan teori-teori sosial Barat (Jurdi, 2011).
Perasaan inferior dan tingkat kebergantungan akademisi nusantara terhadap
teori sosial Barat menguatkan adanya imperialisme akademis, sekaligus
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kebergantungan pada asing terhadap kegiatan intelektual seperti penelitian,
bantuan dana riset dari asing justru setelah semakin menguatkan sistem dominasi
asing dalam segala masalah kehidupan dan organisasi ilmiah
profesional…..menundukkan ilmu pengetahuan nasional bangsa miskin pada ilmu
pengetahuan ilmiah nasional dan internasional bangsa kaya..menegaskan
kebergantungan dan ketidakberdayaan kita yang tidak akan berakhir. Konteks ini
mengindikasikan bahwa ilmuan sosial nusantara tidak menjadi bagian integral dari
sistem intelektual dan berada di pinggiran sistem pendidikan dunia, bahkan dapat
dianggap sebagai “konsumen” dari ilmu-ilmu sosial yang dikonstruksi di barat (Jurdi,
2011).
Bangsa ini memang seharusnya mampu untuk memberikan pencerahan
terhadap beragam ilmu yang ada. Karena ilmu yang berasal dari barat, terutama
ilmu sosial belum tentu dapat diterapkan di nusantara ini, terutama karena kondisi
masyarakat yang sangat berbeda dari tempat di mana teori / konsep ilmu sosial
tersebut ditemukan.
D. Administrasi Publik di Indonesia
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa para adminstrator Belanda yang akan
bekerja di nusantara dibekali pengetahuan akan hal-hal yang menyangkut geografi,
etnologi, dan linguistik. Para administrator tersebut bertugas untuk melakukan
pengelolaan akan manusia dan sumberdaya di nusantara. Jika kita bertolak dari
uraian ini, maka dapat dikatakan disinilah titik awal masuknya administrasi di
nusantara, administrasi dalam pengertian yang paling sederhana, pembukuan.
Menurut Miftah Thoha (2008) secara teoritis, perkembangan administrasi
publik di Indonesia tidak ada yang istimewa, bahkan mengikuti perkembangan di
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negara maju lainnya. Apa yang terjadi di Amerika misalnya, diimport oleh pakar di
Indonesia diintroduksi sebagai barang baru. Penelitian di bidang ini belum banyak
yang mengenalkan temuan baru. Entah karena para peneliti, pengajar, dan
pemerhati atau entah karena pemerintah (penguasa) yang tidak mempunyai
perhatian terhadap perkembangan ilmu ini atau entah karena penyebab lainnya,
sehingga perkembangan ilmu ini tidak banyak yang bisa diceritakan.
Namun jika kita mengacu pada perkembangan ilmu sosial di atas, maka kita
dapat mengatakan bahwa itu pulalah yang merupakan titik masuknya administrasi
di nusantara. Hal lain yang juga dapat dikatakan bahwa kita hanya sebagai
konsumen dari ilmu ini, karena ilmu ini diimport dari barat.
Akan halnya perkembangan administrasi publik di Indonesia, di sekitar tahun
1950 Presiden Soekarno mengundang perutusan dari Amerika Serikat, guru besar
administrasi publik dari Cornel dan Pittsburg, untuk memberikan saran
pengembangan dan perbaikan sistem administrasi publik kita. Setelah itu, dilakukan
penataan kementrian, pendirian lembaga-lembaga yang menjadi pusat pelatihan dan
pengembangan tenaga-tenaga administrasi publik, didirikannya fakultas dan
universitas yang mengajarkan ilmu administrasi publik yang dikembangakan oleh
Amerika Serikat, dibangun badan perancang nasional yang kelak kemudian berubah
menjadi Bappenas. Kantor Urusan Pegawai (KUP) didirikannya yang kelak
kemudian menjadi BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) dan sekarang
berubah menjadi BKN (Badan Kepegawaian Negara) dalam Thoha (2008).
Reformasi kedua dilakukan ketika zaman kepresidenan Soeharto. Dorongan
untuk melakukan reformasi ini pun diawali oleh keinginan untuk membangun bangsa
dan negara yang dimulai untuk menyelenggarakan pemerintahan yang stabil, kuat
dan sentralistis. Pembangunan tidak bakal terjadi kalau ekonomi bangsa ini tidak
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tumbuh. Untuk menumbuhkannya diperlukan adanya stabilitas pemerintahan baik di
bidang politik, pertahanan, keamanan, sosial dan sektor lainnya. Dari keinginan
untuk mewujudkan stabilitas ini maka visi pemerintahan Presiden Soeharto adalah
harus dijalankan secara sentralistis. Pendekatan kekuasaan, keamanan, dan
pemusatan segala macam kebijakan dan urusan di pemerintah pusat amat kelihatan
sekali. Maka disusunlah suatu perubahan kebijakan menata kelembagaan dan
sistem birokrasi pemerintah yang mendukung terwujudnya visi sentral tersebut.
Tahun 1974, lima tahun setelah Presiden Soeharto memegang kendali
pemerintahan mengeluarkan PP no 44 dan 45 tahun 1974 sebagai tonggak
dirombaknya dan disusun sistem serta struktur lembaga birokrasi pemerintah.
Semua organisasi dan sistem diseragamkan. Mulailah berturut-turut adanya
ketentuan perundangan yang menuju keseragaman itu. Susunan departemen kita
yang dipimpin para menteri diseragamkan lembaga dan sistemnya. Sistem
penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran juga disusun
seragam. Sistem rekrutmen pegawai dan pengangkatan pejabat dalam jabatan,
sistem diklat pegawai, sistem penggajian pegawai yang merana, sistem
pengawasan dari waskat sampai waswas, dan semua sistem-sistem lainnya diatur
secara seragam dan sentral. Susunan pemerintahan desa pun diseragamkan untuk
seluruh negara kita (Thoha, 2008).
Pada zaman BJ. Habibie, hal yang paling nampak adalah prinsip
memperhatikan kepentingan masyarakat dengan melakukan sejumlah perubahan
mendasar atau substansi. Pada era Habibie telah dihasilkan UU Antimonopoli (UU
Persaingan Sehat) dan telah dilakukan perubahan terhadap UU Partai Politik
(Hidayat, 2007).
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Pada zaman pemerintahan Habibie, Indonesia sebenarnya mengalami
banyak banyak lompatan-lompatan yang menyolok, penghargaan terhadap Hak
Azasi Manusia, kebebasan pers, partisipasi rakyat dalam berpolitik, keterbukaan
akan kritik yang nyaris tidak bisa dapatkan di zaman Soeharto, dan konsep tentang
kesejahteraan masyarakat yang bukan sekedar janji-janji. Hal-hal ini sebenarnya
kemajuan luar biasa di masa pemerintahan beliau, hanya saja dalam pengamatan
penulis, masyarakatlah yang tidak siap untuk “melompat lebih jauh” bersama beliau.
Rakyat nampak sebagai manusia yang baru saja terbangun dari “tidur panjangnya”
yang mungkin agak sulit untuk langsung di ajak melompat jauh.
Pada zaman pemerintahan Gus Dur dan Megawati, nampak sekali bahwa
struktur pemerintahan yang dipimpinnya semata-mata menggambarkan pembagian
jabatan dari para pendukungnya. Namun ada beberapa hal yang bisa menjadi
“tanda mata” zaman pemerintahan beliau diantaranya: penghapusan Departemen
Penerangan dan Departemen Sosial, memecah sekretariat negara yang selama ini
sebagai wadah bertemunya beragam kepentingan mulai dari anak cucu Soeharto
sampai kepentingan pengusaha pendukung Soeharto, istana negara yang selama ini
nampak seperti barak militer mengalami pergantian pejabat dimana eselon I dan II
saja yang dijabat orang militer, suasana istana yang lebih egaliter. Namun Gus Dur
akhirnya “tersapu” oleh kejenuhan para pemain (MPR) akan kelakuan Gus Dur yang
selama 15 bulan pemerintahnya, Gus dur  tidak memperhatikan peran konstitusional
dan politik mereka (Hidayat, 2007).
Yang paling menonjol pada pemerintahan Megawati adalah privasitasi yang
dipaksakan, yang menurut yang menurut istilah Amien Rais, sebagai privatisasi
ugal-ugalan, dimana banyak BUMN potensial yang akhirnya “dilepas” kepada pihak
asing, sehingga kepemilikan saham Indonesia tidak lagi mayoritas (Hidayat, 2007).
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Akan halnya masa SBY, tentu kita tentu sudah merasakan sendiri bahwa
perubahan memang sudah dapat dirasakan, terutama dalam hal kebebasan
berpendapat. Namun, nampak bahwa kesenjangan antara si miskin dan kaya masih
menganga lebar, para pemerintah daerah masih ada yang menganggap dirinya raja-
raja kecil yang bisa seenaknya memanfaaatkan uang negara untuk kepentingan diri
dan keluarganya. Pemerintahan yang adil dan beradab sepertinya masih sebatas
semboyan yang harus terus diperjuangkan lewat tindakan nyata.
E. Kesimpulan
Seperti ilmu lainnya, perkembangan ilmu administrasi mempunyai beberapa
cabang. Semuanya, berasal dari batang pohon yang sama. tidak sedikit yang
memperbodoh diri mereka sendiri dengan mengasumsikan – mengambil
kesalahpahaman yang paling serius – bahwa administrasi bisnis dan administrasi
pemerintahan, sama sekali terpisah, betul-betul berbeda satu sama lain.
Kenyataannya adalah mereka mempunyai lebih banyak kesamaan daripada
perbedaan. Tak satupun yang berdiri sendiri; keduanya adalah bagian dari
keseluruhan yang lebih besar. Sebagai disiplin, mereka tidak begitu berbeda dalam
teori dan praktek, sebagaimana dalam penggunaannya (Marx, 1949).
Menurut Miftah Thoha (2008) secara teoritis, perkembangan administrasi
publik di Indonesia tidak ada yang istimewa, bahkan mengikuti perkembangan di
negara maju lainnya. Apa yang terjadi di Amerika misalnya, diimport oleh pakar di
Indonesia diintroduksi sebagai barang baru. Penelitian di bidang ini belum banyak
yang mengenalkan temuan baru. Entah karena para peneliti, pengajar, dan
pemerhati atau entah karena pemerintah (penguasa) yang tidak mempunyai
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perhatian terhadap perkembangan ilmu ini atau entah karena penyebab lainnya,
sehingga perkembangan ilmu ini tidak banyak yang bisa diceritakan.
Namun jika kita mengacu pada perkembangan ilmu sosial di atas, maka kita
dapat mengatakan bahwa itu pulalah yang merupakan titik masuknya administrasi
di nusantara. Hal lain yang juga dapat dikatakan bahwa kita hanya sebagai
konsumen dari ilmu ini, karena ilmu ini diimport dari barat.
Perkembangan administrasi publik di Indonesia, sangat tergantung pada
siapa yang tengah memimpin. Jika pemimpinnya orang yang paham akan
pentingnya administrasi yang “sehat” maka diharapkan beliau dapat bertindak nyata
membangun negara ini.
DAFTAR PUSTAKA
Frederickson, H. George. 1980. New Public Administration. USA: The University Of
Alabama Press.
Hidayat, L. Misbah. Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga
Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jurdi, Syarifuddin. 2011. Ilmu Sosial Nusantara: Memahami Ilmu Sosial Integralistik.
Yogyakarta: Laboraturium Sosiologi (Labsos) UIN Sunan Kalijaga.
Marx, Fritz Morstein (ed). 1949. Elements of Public Administration. New York:
Prentice Hall Inc.
Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Yogyakarta: Kencana
Prenada Media Group.
